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Indikator Kinerja

Nilai Optimalisasi
Penerimaan
Negara/Daerah yang
Terealisasi

Potensi Penerimaan
Negara/Daerah yang
Dioptimalisasi

Potensi Penerimaan
Negara/Daerah yang
Dioptimalisasi

Nilai Penyelamatan
Keuangan Negara

Nilai Penyelamatan
Pengelolaan Dana
Transfer

Nilai Penyelamatan

Pembiayaan Daerah

Satuan
2020

2022

Rpduta 76 120 200
Rpduta 150 400 550
RpJuta 1123 186779 154478
RpJuta 54249 81357 99430
Rpdula 0 118 120
Rpduta 0 99 60

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIiEHEH%!IIIIIIIIIIIIIIIIII

2021

2023

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

350

600

136.270

113.000

122

61

2024

450

750

112.93¢

103.964

125

62
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Capaian Notifika

Indikator Kinerja Satuan  Target Realisasi

(%) si
1.1 Nilai Optimalisasi Rp 2.552,05 3.446,21 135,04 *
Penerimaan (Juta)
Negara/Daerah yang
Terealisasi
1.2 Nilai Efisiensi Rp  136.270,00 2.162.600,61  1.587,00 *
Pengeluaran Negaradan  (Juta)
Daerah
1.3 Nilai Penyelamatan Rp 42.388,43 43.499,41 102,62 *
Keuangan Negara (Juta)
- 5.408
N00.00 — 1,094.0 1,195.00
I — T g
2020 2001 2022 2023 2020-2024
M Targe Re




No.

Uraian

Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada
pemda Prov/Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu
atas Sektor Pariwisata, Sektor Ketahanan Pangan,
Sektor Pengentasan Kemiskinan, Sektor UMKM dan
Sektor Penanganan Stunting tahun 2023

Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer
ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu

Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer
ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Bengkulu
Utara

Audit Penyesuaian Harga atas Kontrak Nomor
DPBJT/FE.2254H/S.Perj.38/IX/2019  tanggal 3
September 2019 pada Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Jalan Tol Ruas Lubuk Linggau-
Curup-Bengkulu, Seksi Bengkulu-Taba Penanjung
Periode bulan September 2020 sampai dengan
Maret 2022

Jumlah 2.162.600.159.583,96
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Nilai (Rp)

2.074.059.634.758,00

237.002.612,51

9.532.270,45

88.293.989.943,00

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

308,876
86964 12126441,030

2,616,756.54

2,162,600.61

591,589

11234,250.28 - 3,118.83

.
2020 2021 2022

2023 2020-2024




Uraian

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN)

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu
Miliar Satu Kelurahan) Pada Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM,) Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2013 yang Dilaksanakan oleh Koperasi BMT
Kota Mandiri, Koperasi Sanip  Mandiri, dan
Koperasi Sekip Mandiri
Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas
dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Revitalisasi dan
Pengembangan Gedung Asrama Haji Bengkulu yang
dilaksanakan PT Bahana Krida Nusantara Tahun
Anggaran 2020
Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Belanja Tidak
Terduga (BTT) pada Badan Penanggqulangan Bencana
Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022
Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi atas pelaksanaan Kegiatan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Perkotaan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
(Barenlitbang)/Badan ~ Perencanaan ~ Pembangunan
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Nilai Penyelamatan
Keuangan

Negara/Daerah

1.073.461.309,00

1.286.549.934,73

1.568.129.601,27

203.816.200,00
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Uraian

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
Anggaran 2014.

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada 16
Puskesmas di Kabupaten Kaur Untuk Belanja Makan
Minum Dan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2022

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan
Tindak Pidana
Korupsi atas Pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) oleh
Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor
Cabang Bengkulu kepada PT Rizki Pabittei tahun 2015
sampai dengan tahun 2020

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang
Bengkulu S. Parman 2 Kota Bengkulu Tahun 2021 Dan
Tahun 2022

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan
Gedung Laboratorium RSUD Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2020

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
atas Penggunaan Dana BOS Tahun

Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah
Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT
Al-Malik Bengkulu Selatan
Audit Tujuan Tertentu atas Peningkatan Tata Kelola
Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan
Negara

Jumlah |
Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu dan Audit
Keuangan

Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan
Islamic Development Bank (IsDB) No. IND-176 untuk
Pelaksanaan Peningkatan Penghidupan Masyarakat
Berbasis Komunitas (PPMK)/Livelihood pada Balai
Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun
Anggaran 2022

Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan
Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IND-174 dan
IND-175 untuk Pembayaran Gaji, BOP, dan Vocational
Training pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah
Bengkulu Tahun Anggaran 2022

Audit Dukungan atas Paket Pekerjaan Penanganan
Mendesak dan Tanggap Darurat Ruas Jalan Betungan-
Tais dan Ruas Jalan Tais-Maras di Kabupaten Seluma
pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il
Provinsi Bengkulu TA 2022
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Nilai Penyelamatan
Keuangan

Negara/Daerah

406.649.688,00

4.938.000.000,00

1.487.171.877,00

1.612.606.163,56

323.360.000,00

29.261.533.489,00

42.161.278.262,56

10.213.200,00

8.854.000,00

845.100.044,00
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Nilai Penyelamatan
Keuangan

Uraian Negara/Daerah

(Rp)
4 Audit atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan 43.752.040,00
Tanggap Darurat Pengadaan Vitamin Suportif dan Obat-
obatan serta Logistk Medik Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) Provinsi Bengkulu TA 2022

5 Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi 411.904.083,49
dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Bengkulu 1
pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW)
Bengkulu Tahun Anggaran 2022-2023
6 Audit atas Paket Pekerjaan Penanganan Mendesak dan 18.272.722,53
Tanggap Darurat Pengadaan Vitamin Suportif dan Obat-
obatan serta Logistk Medik Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) Provinsi Bengkulu TA 2022
Jumiah |l 1.338.132.090,02

Total Nilai Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah 43.499.410.352,58
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